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KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat
ditarik kesimpulan bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan
Taksi dan angkutan Sewa Khusus Menggunakan Aplikasi Berbasis
Teknologi Informasi belum sepenuhnya memberikan perlindungan pada
pengemudi angkutan sewa khusus dan pengemudi angkutan taksi.
Pengemudi angkutan sewa khusus tidak dilindungi dalam pasal 6 tentang
penetapan wilayah operasi. Pengemudi taksi dan pengemudi angkutan
sewa khusus akan mendapatkan perlindungan apabila pasal 7 tentang

rencana kebutuhan dapat dilaksanakan dengan baik.

B. SARAN
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka dapat
dikemukakan saran berupa perlu adanya pembaharuan Peraturan
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2017 Tentang
Penyelenggaraan Angkutan Taksi dan angkutan Sewa Khusus
Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan dasar
yang mendasari terbentuknya peraturan gubernur yakni Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor 26 tahun 2017 telah dicabut dan di ganti dengan
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Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 . Perumusan
pasal pada Peraturan baru yang berdasarkan kesetaraan antara pengemudi
angkutan sewa khusus dan pengemudi taksi sangatlah penting dalam hal
memberikan perlindungan bagi para pengemudi. Pembentukan tim
pengkaji angkutan yang beroperasi di jalan yang memiliki kewenangan
dalam penilaian dan pengkajian terhadap pembatasan jumlah maksimum
angkutan umum yang beroperasi di jalan penting juga dilakukan agar
tidak terjadi jumlah angkutan taksi dan angkutan sewa khusus yang
beroperasi lebih dari jumlah permintaan konsumen terhadap jasa

angkutan.
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